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I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengamatan KPAI dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan
pemberitaan media yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun konflik
hukum. Pemberitaan tersebut seringkali menggunakan judul sensasional, mengungkap
identitas anak secara langsung maupun tidak langsung, serta memuat narasi yang
bersifat glorifikasi, stigmatisasi, atau eksploitasi kondisi anak. Praktik ini berpotensi
melanggar hak anak atas perlindungan, privasi, martabat, dan tumbuh kembang yang
optimal.

Kerangka hukum nasional dan internasional telah secara tegas mengatur kewajiban
negara, media, dan masyarakat dalam melindungi anak, termasuk Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun demikian, implementasi prinsip
pemberitaan ramah anak masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam era
digital dan kompetisi media berbasis klik (click-based economy).

Kertas kebijakan ini disusun oleh KPAI, APSIFOR, dan KND bertujuan untuk memperkuat
kerangka kebijakan nasional dalam memastikan pemberitaan yang ramah anak dan
inklusif, serta memberikan rekomendasi strategis kepada kementerian/lembaga, Dewan
Pers, aparat penegak hukum, dan perusahaan media.

II. LATAR BELAKANG

Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi
lingkungan sosial anak. Namun, praktik pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif
terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis
dan perkembangan anak.

Penelitian Becker-Blease, Finkelhor, dan Turner (2008) menunjukkan bahwa paparan
media terhadap peristiwa kekerasan dan kriminalitas berkorelasi dengan peningkatan

kecemasan, rasa takut, dan gangguan emosional pada anak. Studi Browne dan Hamilton-




Giachritsis (2005) dalam The Lancet juga menegaskan bahwa paparan media terhadap
kekerasan dapat mempengaruhi perkembangan sosial-emosional anak serta
meningkatkan risiko trauma psikologis.

Dalam konteks Indonesia, meningkatnya pemberitaan anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH), anak korban kekerasan seksual, serta anak penyandang disabilitas
seringkali tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Judul
sensasional, pengungkapan identitas, dan narasi yang menyudutkan anak berpotensi
memperparah trauma, memicu stigma sosial, serta menghambat reintegrasi sosial anak.

Khususnya dalam konteks inklusi, anak penyandang disabilitas menghadapi kerentanan
yang lebih kompleks dalam ekosistem media. Selain berada pada tahap perkembangan
yang masih membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan disabilitas juga seringkali
menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap informasi
yang layak. Pemberitaan yang tidak sensitif terhadap disabilitas, misalnya dengan
menonjolkan kondisi disabilitas secara berlebihan, menggunakan narasi belas kasihan,
atau mengaitkan disabilitas dengan peristiwa negatif berpotensi memperkuat stereotip
dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, pendekatan pemberitaan ramah anak perlu secara
eksplisit mengintegrasikan perspektif inklusi disabilitas agar media tidak hanya
melindungi anak secara umum, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap
martabat, identitas, dan hak anak penyandang disabilitas sebagai kelompok yang
memiliki kerentanan berlapis (Shakespeare, 2014).

Selain itu, perkembangan media digital dan media sosial mempercepat penyebaran
informasi secara masif dan permanen, sehingga dampak negatif pemberitaan terhadap
anak menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan.

III. LANDASAN HUKUM DAN KERANGKA NORMATIF

Konstitusi Negara Republik Indonesia

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk
praktik yang dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraannya, termasuk
pemberitaan yang merugikan kepentingan terbaik anak.




Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pasal 4, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak
menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk
menjamin terpenuhinya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan
partisipasi secara optimal, sekaligus memberikan perlindungan khusus, terutama bagi
anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku.
Perlindungan tersebut mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak
guna mencegah stigma, diskriminasi, dan dampak negatif yang dapat menghambat
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, setiap tindakan,
termasuk pemberitaan publik, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta
memastikan bahwa anak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, pelabelan negatif,
dan perlakuan yang dapat merugikan martabat dan masa depannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan
kewajiban hukum untuk merahasiakan identitas anak, baik sebagai pelaku, korban,
maupun saksi, dalam setiap bentuk pemberitaan media massa sebagai bagian dari
perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan ini
bertujuan untuk mencegah stigma, diskriminasi, re-viktimisasi, serta dampak psikologis
dan sosial yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Dalam
konteks pemberitaan yang ramah anak dan inklusif, ketentuan ini mempertegas bahwa
media memiliki tanggung jawab untuk tidak mengungkap informasi yang dapat
mengidentifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, karena pelanggaran
terhadap prinsip kerahasiaan identitas dapat merugikan kepentingan terbaik anak dan
bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan
perlindungan dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas, termasuk anak,
berhak bebas dari stigma serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk
diskriminasi dan eksploitasi. Dalam konteks pemberitaan media, penggambaran yang
sensasional, stereotipikal, atau merendahkan terhadap anak penyandang disabilitas
dapat memperkuat pelabelan negatif dan memperparah marginalisasi sosial yang

mereka alami. Oleh karena itu, praktik pemberitaan yang tidak sensitif terhadap isu
disabilitas tidak hanya melanggar prinsip perlindungan anak, tetapi juga bertentangan
dengan jaminan hak atas kesetaraan, martabat, dan penghormatan terhadap identitas
anak penyandang disabilitas.




Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan khusus, anak penyandang disabilitas
merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan dan hak afirmatif (hak istimewa) untuk
memastikan kesetaraan yang substantif. Hak tersebut mencakup perlindungan dari
stigma, diskriminasi, serta eksploitasi dalam ruang publik, termasuk media massa dan
media digital. Dalam konteks pemberitaan, hal ini menegaskan bahwa media tidak hanya
berkewajiban untuk tidak melanggar hak anak, tetapi juga memiliki tanggung jawab
tambahan untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak memperkuat
diskriminasi berbasis disabilitas. Dengan demikian, pemberitaan ramah anak harus
sekaligus menjadi pemberitaan ramah disabilitas, yang mengedepankan penghormatan
terhadap keberagaman, menghindari stereotip, serta memastikan bahwa anak
penyandang disabilitas direpresentasikan secara adil, bermartabat, dan tidak
eksploitatif.

Konvensi Hak Anak

Ketentuan Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 17 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa
kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan
yang memengaruhi anak, termasuk dalam praktik pemberitaan media. Anak memiliki
hak atas perlindungan privasi, sehingga identitas dan informasi pribadi mereka tidak
boleh diungkap apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
kesejahteraan dan perkembangan mereka. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk
memastikan bahwa media menjalankan perannya secara bertanggung jawab dengan
mempromosikan kesejahteraan anak dan melindungi mereka dari konten yang
merugikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberitaan yang sensasional, eksploitatif,
atau membuka identitas anak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dan
kewajiban negara untuk menjamin lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh
kembang anak.

IV. ANALISIS MASALAH

A. Sensasionalisme dan Glorifikasi dalam Pemberitaan Anak

Sensasionalisme dan glorifikasi dalam pemberitaan anak merujuk pada praktik media
yang menonjolkan aspek dramatis, emosional, atau kontroversial secara berlebihan
untuk menarik perhatian publik, seringkali melalui penggunaan judul provokatif
(clickbait), narasi yang hiperbolik, serta penyajian detail yang memungkinkan
identifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, seperti penyebutan inisial,
lokasi spesifik, hubungan keluarga, atau rekonstruksi visual. Praktik ini semakin menguat
dalam ekosistem media digital yang didorong oleh model ekonomi berbasis jumlah klik,
kecepatan, dan viralitas, sehingga pertimbangan etika dan kepentingan terbaik anak
berisiko terabaikan. Akibatnya, anak diposisikan bukan sebagai individu



yang harus dilindungi, tetapi sebagai objek pemberitaan, yang berpotensi melanggar hak
anak atas privasi, martabat, dan perlindungan khusus sebagaimana dijamin dalam
kerangka hukum nasional dan internasional.

Salah satu situasi yang sering ditemukan saat ini adalah bagaimana anak
direpresentasikan dalam pemberitaan. Anak sangat sering direpresentasikan sebagai
korban atau pelaku kekerasan/kejahatan, mereka kurang diberi ruang sebagai subjek
aktif yang beragam (Ciboci, 2019). Pengungkapan identitas (nama, foto, alamat yang
jelas) dapat mengganggu perkembangan fisik, emosional, sosial, memicu stigma,
labelisasi (“anak kriminal”), dan menghambat reintegrasi di masyarakat. Liputan yang
yang mengedepankan sensasi atau viral kerap menimbulkan re-viktimisasi sekunder,
menambah trauma korban anak dan keluarganya (Tandon, 2007).

Dampak sensasionalisme terhadap anak bersifat serius dan jangka panjang, termasuk re-
viktimisasi pada anak korban karena pemberitaan yang berulang dapat memperkuat
kembali trauma dan rasa malu, serta memperburuk proses pemulihan psikologis. Pada
anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, pemberitaan yang
menstigmatisasi dapat menciptakan pelabelan sosial negatif yang menghambat proses
rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk akses terhadap pendidikan dan penerimaan
di lingkungan masyarakat. Cara berpikir khalayak juga dipengaruhi oleh media. Ketika
pemberitaan media, khususnya terhadap berita yang melibatkan anak, maka seringkali
pola berpikir masyarakat yg heuristik (jalan pintas berpikir) memunculkan bias dan
reaksi emosional sebagai responnya. Situasi ini meningkatkan risiko dampak pada anak
(Lemaire et al.,, 2025).

Selain itu, paparan publik yang intens dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti
kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri, terutama karena identitas digital
bersifat permanen dan dapat diakses dalam jangka panjang. Kondisi ini bertentangan
dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan
kepentingan terbaik anak, serta berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara
optimal baik secara psikologis, sosial, maupun emosional.

B. Risiko Persoalan Dampak Atas Pemberitaan terhadap Tumbuh Kembang Anak

Proses tumbuh kembang anak akan mengalami interaksi bersama berbagai sistem di
sekitarnya. Dalam kerangka teori ekologi sistem Bronfenbrenner (1979, 1994) media
massa masuk menjadi salah satu komponen mesosistem dalam proses anak bertumbuh
kembang. Dalam perkembangan kehidupan hari ini, media massa hadir tidak hanya
dalam bentuk informasi berbasis jurnalisme, namun juga informasi berbasis digital yang
real time. Di sisi lain, akses anak pada informasi tersebut juga semakin dipermudah
dengan kemajuan akses digitalisasi. Media massa (terutama berbasis daring) tidak hanya D
hadir sebagai komponen mesosistem, namun telah juga menjadi komponen mikrosistem




pada anak saat ini. Hal ini meningkatkan kerentanan anak ketika paparan media memiliki
unsur negatif yang lebih kuat daripada makna dan proses yang positif.

Paparan pemberitaan media yang negatif, terutama yang memuat kekerasan,
kriminalitas, atau eksploitasi anak secara sensasional, menjadi komponen media yang
meningkatkan kerentanan bagi anak. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak
signifikan terhadap kesehatan psikologis dan perkembangan anak. Penelitian oleh
Browne dan Hamilton-Giachritsis (2005) menunjukkan bahwa ekspose terhadap konten
media yang menggambarkan kekerasan atau penderitaan dapat memicu respons
emosional berupa kecemasan, ketakutan, dan peningkatan kewaspadaan berlebihan
pada anak. Sementara itu, Becker-Blease, Finkelhor, dan Turner (2008) menemukan
bahwa paparan media terhadap peristiwa kriminal berkorelasi dengan meningkatnya
tekanan emosional, gangguan rasa aman, serta perubahan perilaku pada anak, terutama
pada mereka yang memiliki kerentanan psikologis atau pengalaman traumatis
sebelumnya. Risiko negatif lain bersumber dari paparan atas pemberitaan kejadian
kekerasan (Rajput, 2014). Dampak ini dapat muncul meskipun anak tidak terlibat
langsung dalam peristiwa yang diberitakan, karena anak memiliki kapasitas kognitif dan
emosional yang masih berkembang dan lebih rentan terhadap interpretasi ancaman dari
lingkungan sekitarnya.

Paparan dalam jangka panjang dan berulang dapat menimbulkan risiko menimbulkan
permasalahan dalam tumbuh kembang anak, misalnya pada perkembangan emosional
dan sosial anak. Menurunnya rasa percaya diri, munculnya perasaan malu, pemaknaan
diri terstigma, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat merupakan
beberapa bentuk permasalahan pada kondisi psikologis anak sebagai dampak dari
paparan media secara negatif. Paparan jangka panjang atas kekerasan kepada anak
melalui media juga dapat berkontribusi terhadap perilaku anak karena proses belajar
sosial maupun modeling.

Anak yang menjadi subjek pemberitaan secara langsung memiliki risiko lebih besar
mengalami trauma psikologis. Ekspose atas identitas diri dan lingkungan sekitarnya
menjadi salah satu kondisi yang dapat memicu tekanan bahkan persoalan psikologis pada
anak. Kondisi ini dapat menghambat proses pemulihan, perkembangan identitas diri,
serta kemampuan anak untuk berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan sosial dan
pendidikan. Oleh karena itu, praktik pemberitaan yang tidak memperhatikan sensitivitas
terhadap kondisi anak dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak secara
menyeluruh, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. (Browne & Hamilton-
Giachritsis, 2005; Becker-Blease et al., 2008)

C. Risiko Pemberitaan terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Kerentanan anak penyandang disabilitas dalam pemberitaan tidak hanya bersifat ganda,




tetapi juga berlapis (layered vulnerability), di mana faktor usia, kondisi disabilitas, serta
konteks sosial-ekonomi saling berinteraksi dan memperbesar dampak negatif
pemberitaan (Emerson & Hatton, 2007). Dalam praktiknya, pemberitaan negatif
seringkali menampilkan anak dengan disabilitas dalam narasi yang bias, seperti
menonjolkan kondisi disabilitas sebagai penyebab utama suatu peristiwa, menggunakan
diksi yang merendahkan, atau mengeksploitasi aspek emosional untuk menarik
perhatian publik.

Sejumlah praktik pemberitaan di media menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman
Pemberitaan Ramah Disabilitas, antara lain melalui penggunaan istilah yang tidak tepat,
penggambaran yang stereotipikal, serta penekanan berlebihan pada kondisi disabilitas
yang tidak relevan dengan substansi peristiwa. Dalam beberapa kasus, identitas anak
juga dapat dikenali melalui detail tambahan seperti lokasi, keluarga, atau kondisi spesifik,
yang secara tidak langsung melanggar prinsip perlindungan identitas anak. Praktik ini
tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma sosial,
memicu diskriminasi, serta memperburuk kondisi psikologis anak penyandang
disabilitas.

D. Kesenjangan Implementasi Regulasi

Meskipun kerangka hukum nasional telah secara tegas mengatur kewajiban
perlindungan identitas dan martabat anak, termasuk melalui UU Perlindungan Anak dan
UU SPPA, implementasinya masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Peraturan
Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah
Anak telah menegaskan larangan mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan
hukum, kewajiban menghindari pelabelan, serta keharusan mengedepankan
kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap produk jurnalistik. Namun prakteknya,
masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan judul sensasional, memuat detail
peristiwa yang memungkinkan identifikasi anak secara tidak langsung, atau membangun
narasi yang menyudutkan anak korban maupun pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara norma etik dan praktik jurnalistik di lapangan.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya
kepatuhan sebagian media terhadap pedoman pemberitaan ramah anak, terutama dalam
ekosistem media daring yang berorientasi pada kecepatan dan jumlah klik; lemahnya
mekanisme pengawasan dan penegakan etik secara konsisten; serta belum optimalnya
penerapan sanksi yang memiliki efek jera. Selain itu, perkembangan media sosial dan
platform digital memperluas ruang distribusi konten tanpa melalui mekanisme verifikasi

redaksi yang ketat. Akibatnya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan




anak lebih mudah terjadi dan menyebar luas. Situasi ini menuntut penguatan koordinasi
antara Dewan Pers, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan
bahwa regulasi yang telah tersedia benar-benar efektif dalam melindungi hak dan
kepentingan terbaik anak.

V. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Praktik pemberitaan yang tidak ramah anak, termasuk headline sensasional,
pengungkapan identitas anak secara langsung maupun tidak langsung, serta framing
dramatis, telah memicu berbagai dampak negatif yang nyata bagi perlindungan anak.
Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak telah memberikan
standar etika yang jelas, namun di lapangan masih terlihat media yang mengabaikan
prinsip ini. Misalnya dalam sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang muncul di
media daring pada tahun-tahun terakhir, identitas sekolah, wilayah tempat tinggal,
bahkan nama panggilan anak disebutkan secara terbuka, sehingga identitas mereka
mudah dikenali meskipun tidak secara eksplisit disebutkan namanya. Praktik seperti ini
berpotensi melanggar peraturan tentang anak, seperti Pasal 64 huruf i UU tentang
Perlindungan Anak dan Pasal 19 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara
tegas mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, serta
bertentangan dengan kewajiban media untuk menghormati hak anak atas privasi dan
perkembangan psikososialnya.

Dampak dari pemberitaan yang tidak ramah anak ini berdampak langsung pada
kesejahteraan psikologis anak korban dan pelaku. Paparan berita yang intensif dan
sensasional cenderung memicu re-viktimisasi, meningkatkan kecemasan, serta
menghambat proses reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Pemberitaan media yang negatif dan berulang dapat memperburuk
gangguan emosional dan rasa aman anak, sehingga secara substansial menghambat
tumbuh kembang optimal mereka.

Dalam praktiknya, pemberitaan terhadap anak penyandang disabilitas masih sering
terjebak pada dua pola ekstrem, yaitu narasi yang bersifat tragis atau glorifikasi
berlebihan. Kedua pola ini sama-sama mereduksi identitas anak hanya pada kondisi
disabilitasnya dan mengabaikan kompleksitas sebagai individu yang utuh. Dampaknya
tidak hanya bersifat psikologis, seperti menurunnya harga diri, rasa malu, dan isolasi
sosial tetapi juga berdampak pada hambatan partisipasi anak dalam pendidikan dan
kehidupan sosial.

Dalam konteks kerentanan berlapis, anak penyandang disabilitas yang menjadi subjek

pemberitaan negatif berisiko mengalami reviktimisasi yang lebih berat dibandingkan




anak lainnya, karena stigma yang telah melekat sebelumnya diperkuat kembali oleh
eksposur media. Tanpa pendekatan pemberitaan yang inklusif, media berpotensi
menjadi faktor yang memperdalam ketidaksetaraan dan eksklusi sosial terhadap anak
penyandang disabilitas.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pola pemberitaan ini akan terus berulang dan
memperlemah perlindungan hak anak sebagaimana dijamin konstitusional melalui Pasal
28B ayat (2) UUD 1945 dan komitmen internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA),
termasuk hak atas privasi dan kepentingan terbaik anak (Pasal 3, 16, 17 KHA). Negara
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem media bekerja selaras dengan
tujuan perlindungan anak, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara regulator media
seperti Dewan Pers, aparat penegak hukum, kementerian terkait (termasuk Kementerian
PPPA dan Kominfo), serta pemilik media untuk mengembangkan mekanisme
pengawasan, sanksi efektif, dan literasi media yang menempatkan hak dan kepentingan
anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pemberitaan media dapat berperan
sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak, bukan sebagai sumber potensi
kerugian bagi tumbuh kembang mereka.

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Media dan informasi di dalamnya memiliki tujuan yang positif namun demikian anak
rentan memaknainya secara negatif (Akyuz, Yaman, & Ozmen, 2024). Temuan tersebut
dapat dimaknai bahwa bagaimana informasi jurnalisme akan dapat dijaga supaya tidak
menjadi stimulus negatif atas tumbuh kembang anak. Menjaga proses jurnalisme dengan
maksud tersebut dengan pengelolaan mekanisme pemberitaan yang lebih peka terhadap
konteks anak. Konsep jurnalisme berbasis empati ketika pemberitaan berkonteks anak
dapat digunakan sebagai kata kunci untuk melakukan aktivitas jurnalisme di mana anak
terlibat di dalamnya.

Konsep jurnalisme berbasis empati terhadap anak dapat dikembangkan dari konsep
ethic of care dalam jurnalisme, teori peace journalism, dan konsep trauma informed
journalism. Konsep ethic of care akan menjaga proses jurnalisme agar tidak hanya melihat
anak sebagai objek atau sumber berita, tetapi menjaga bahwa anak yang menjadi inti
pemberitaan merupakan individu yang masa depannya perlu dilindungi. Konsep peace
journalism akan menjaga proses jurnalisme agar tidak terjebak pada sensasionalisme
namun lebih berfokus pada pemberitaan yang relevan dengan akar masalah. Sementara
konsep trauma informed journalism akan menghadirkan kepekaan atas kerentanan anak
yang menjadi bagian dari pemberitaan.

Berdasarkan semangat jurnalisme yang berbasis hak anak, maka diajukan rekomendasi
kebijakan kepada para pihak sebagai berikut:




Kepada Dewan Pers

1. Mewajibkan pelatihan pemberitaan ramah anak (termasuk inklusifitas) dan
membangun prosedur pemberitaan ramah anak sebagai komponen wajib pada
SOP perusahaan media.

2. Membangun sistem pembinaan terhadap media untuk memperkuat implementasi
pemberitaan ramah anak.

3. Mengembangkan sistem pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap
pelanggaran pemberitaan anak.

4. Mengintegrasikan pedoman pemberitaan ramah disabilitas sebagai bagian wajib
dari pedoman pemberitaan ramah anak.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Digital

1. Memperkuat regulasi perlindungan anak dalam media digital.

2. Mengembangkan sistem pemantauan konten digital, termasuk pemberitaan
online terkait anak.

3. Mengembangkan sistem pemantauan konten digital inklusif yang sensitif
terhadap isu disabilitas.

4. Mendorong platform digital untuk menghapus konten yang mengeksploitasi anak
penyandang disabilitas.

Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memperkuat koordinasi nasional untuk memastikan setiap pemberitaan anak
menghormati hak-hak anak dan melindungi anak.

2. Mengarusutamakan perspektif inklusi disabilitas dalam kebijakan perlindungan
anak.

Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek

1. Memasukkan pembelajaran jurnalisme anak sebagai materi wajib pada prodi yang
berkaitan.

2. Mengintegrasikan kurikulum jurnalisme inklusif disabilitas dalam pendidikan
tinggi serta mendorong riset terkait dampak pemberitaan terhadap anak
penyandang disabilitas.

Kepada Aparat Penegak Hukum

1. Menegakkan ketentuan perlindungan kerahasiaan identitas anak dengan
menindak pelanggaran hukum terkait publikasi identitas anak.

2. Mengembangkan pedoman penanganan berbasis perspektif inklusi.




Kepada Perusahaan Media

1. Mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak dalam bentuk SOP
pemberitaan yang melibatkan anak.

Melindungi identitas anak.

Mengadopsi SOP pemberitaan ramah anak yang inklusif disabilitas.

Menghindari framing yang mengeksploitasi kondisi disabilitas.

Menyediakan konten yang aksesibel (subtitle, bahasa isyarat, audio, dll).

a bk wbd

VII. PENUTUP

Perlindungan hak anak dalam konteks pemberitaan media merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kelangsungan hidup,
tumbuh kembang, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat anak.
Pemberitaan yang tidak memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk stigma sosial, gangguan
psikologis, serta hambatan dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Oleh
karena itu, setiap praktik pemberitaan yang melibatkan anak harus ditempatkan dalam
kerangka perlindungan hak anak, dengan memastikan kerahasiaan identitas, dan
mengedepankan pendekatan yang berperspektif pada kepentingan terbaik anak sebagai
subjek hak yang harus dilindungi, bukan sebagai objek eksposur publik.

Praktik ideal, pemberitaan yang melibatkan anak penyandang disabilitas harus
ditempatkan dalam kerangka jurnalisme berbasis hak dan inklusi, yang tidak hanya
menghindari pelanggaran, tetapi secara aktif membangun narasi yang menghormati
martabat, keberagaman, dan potensi anak. Media perlu bertransformasi dari sekadar
penyampai informasi menjadi aktor yang berkontribusi dalam membangun masyarakat
yang inklusif dan bebas stigma. Hal ini menuntut perubahan paradigma, dari melihat
disabilitas sebagai objek pemberitaan menjadi bagian dari keberagaman manusia yang
harus dihormati. Dengan demikian, pemberitaan ramah anak yang inklusif disabilitas
bukan hanya kewajiban etis dan hukum, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan
keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh anak di Indonesia.

Negara, melalui regulator, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait,
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem media nasional
beroperasi selaras dengan prinsip perlindungan hak anak dan standar hak asasi manusia.
Penguatan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pembangunan budaya
jurnalisme yang berperspektif hak anak menjadi langkah krusial untuk mencegah praktik
pemberitaan yang merugikan anak. Dengan memastikan bahwa setiap pemberitaan
menghormati hak atas privasi, martabat, dan masa depan anak, Indonesia dapat

memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh dan menjamin bahwa setiap




anak memperoleh lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh
kembangnya secara optimal.
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